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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

perekonomian Indonesia makin buruk dari tahun ke tahun.

Prosedur pengadaan barang dan jasa selama ini mengalami ketidakefektifan
dan ketidakefisienan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan sikap atau upaya

dalam pengadaan barang dan jasa dimana agar tidak terjadi kecurangan dan



kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa sehingga dapat melakukan

penghematan dana dari APBN/APBD.

Oleh karena itu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah

memberikan kesempatan bagi penyedia barang dan jasa melalui lelang. Dimana

atau budget dari anggaran yang ada untuk pengadaan barang dan jasa dalam

lingkup pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk membahas tentang

pelelangan aset dengan mengambil judul “Sistem dan Prosedur Pelelangan Aset



Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera

Barat”.

1.2 Perumusan masalah

tentang :

b. Mensingkronkan antara teori yang telah dipelajari dibangku

perkuliahan yang ada dilapangan sesuai dengan masing-masing.



c. Untuk mempraktekan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan ke
lapangan sesuai dengan jurusan Keuangan Negara.

d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan

study Keuangan Negara dan Daerah Diploma 111 Fakultas Ekonomi

3. Pembaca, dapat menambah TImu pengetahuan dan wawasan pembaca
tentang penerapan Akuntansi Sektor Publik yang ada pada pemerintah
Kota Padang khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Sumatera Barat.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam

penulisan laporan ini disusun lima bab, dengan uraian sebagai berikut :
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